PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 35 /PBI1/2008
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berhubung telah terjadi krisesiangan secara
global yang mempengaruhi perekonomian nasional,
diperlukan upaya untuk mengantisipasi terjadinysakoi
likuiditas dan menjaga kepercayaan masyarakat dapha

industri perbankan;

b. bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan perlu diberikan akses bagi Bank
Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan likasli

untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur peraturamgenai



Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Piakred

Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992atemtPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakhera
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASITAS
PENDANAAN  JANGKA  PENDEK  BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I...



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae:

1.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indensgbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 198¢ang Bank
Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan PamnatBemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebBR Badalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam gAdadang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telatahdidengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksandiegiatan

usaha secara konvensional, tidak termasuk BadatitKdesa (BKD).

Rasio Kebutuhan Kas adalah perhitungan kebutuha BBR yang
didasarkan pad&ash Ratio dengan menambahkan komponen Sertifikat

Bank Indonesia serta aset antarbank dan kewajuanbank.

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang selanjdisslout FPJP adalah
fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada BR&®k mengatasi

Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialamB&téh

Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadagndi@ami BPR
yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masulg yahih kecil

dibandingkan dengan arus dana kelwasrfatch).

6. Sertifikat...




6. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya diseBBl adalah surat
berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkeah 8ank Indonesia

sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

7. Aset Kredit adalah penyediaan uang atau tagihag gapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaka@imm-meminjam
antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pip@iinjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga.

BAB Il
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJP
Pasal 2

(1) BPR yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pedpat
mengajukan permohonan FPJP dengan memenuhi pdssyasbagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) BPR dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang nuieinigiteria

sebagai berikut:

a. Memiliki penilaian Tingkat Kesehatan selama 6 (epdulan terakhir

paling kurang Cukup Sehat;

b. Memiliki Cash Ratio selama 6 (enam) bulan terakhir rata-rata paling

kurang sebesar 4,05% (empat koma nol lima persen);

c. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimunCaygital

Adegquacy Ratio) paling kurang sebesar 8% (delapan persen); dan

d. Memiliki...




d. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empaad) hari kalender
terakhir.

(3) Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kehotpendanaan jangka
pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas aef@%6 (sepuluh
persen).

Pasal 3

FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yanguladéités tinggi yang

nilainya memadai sebagaimana diatur dalam PeraBeahk Indonesia ini.

Pasal 4

(1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimakdalkhm Pasal 3

berupa:
a. SBI; dan/atau
b. Aset Kredit.

(2) Aset Kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP seétaga dimaksud pada

ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagaikug:

a. Memiliki perjanjian kredit yang masih berlaku seapangka waktu
FPJP;

b. Memiliki kolektibilitas Lancar selama paling kurargj (tiga) bulan
terakhir;

c. Memiliki...




c. Memiliki agunan;
d. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait BPR; da

e. Memiliki baki debet ¢utstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit
dan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

(3) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayahd®ya dapat digunakan
sebagai agunan FPJP dalam hal BPR tidak memiliki&&81 SBI yang

dimiliki tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.

Pasal 5

Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJP aeimma dimaksud dalam
Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

a. Dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetalding kurang sebesar
100% (seratus persen) dari plafon FPJP, yang dipiberdasarkan nilai jual
SBI yang diagunkan.

b. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit, nilai agungetapkan paling kurang
150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPy&)g dihitung
berdasarkan baki debetufstanding) Aset Kredit yang diagunkan.

Pasal 6

(1) Agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413yaarus bebas
dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidd&rg) dijaminkan kepada
pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyataldalam surat

pernyataan BPR kepada Bank Indonesia.

(2) BPR...



(2)

(1)

(2)

1)

(2)

BPR wajib mengganti dan/atau menambah agunan FBBRgamana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila:

a. Agunan FPJP tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaadimaksud
pada ayat (1); dan/atau

b. Agunan FPJP berupa Aset Kredit mengalami penurkobaktibilitas.

Pasal 7

Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam4agal (1) dilakukan

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan gdalo

Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan BRafausahakan

oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonarraséedulis

kepada Bank Indonesia.

Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayaar(l) dilengkapi

dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Surat pernyataan bahwa BPR mengalami KesulitandPaach Jangka
Pendek;

b. Surat...



b. Surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadaag-PJP tidak
sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibaw#ahan, tidak
tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, darenuhi seluruh

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

c. Surat pernyataan kesanggupan BPR untuk membayaalaseg

kewajiban terkait FPJP pada saat jatuh tempo;

d. Surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkdgi@n dan

dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia;

e. Surat Kuasa dari BPR kepada Bank Indonesia untukakoean
pendebetan seluruh rekening BPR pada bank umummdedagka

pembayaran segala kewajiban BPR terkait FPJP;

f.  Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan pendanaagka

pendek;

g. Daftar SBI dan/atau Aset Kredit yang menjadi agurzeserta

dokumen pendukung; dan

h. Akta pengikatan agunan FPJP.

Pasal 9

(1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FP3gaetana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan apabila:

a. BPR memenuhi kriteria permohonan FPJP sebagaimanaksud

dalam Pasal 2 ayat (2);

b. BPR...



b. BPR memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen pemaah~PJP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
c. BPR diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibardpeaan jangka

pendek berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

(2) Persetujuan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud agat (1)
dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJP antan& Bxdonesia dengan

BPR penerima FPJP secara notariil.

(3) Perjanjian pemberian FPJP sebagaimana dimaksud apada(2) diikuti

dengan perjanjian pengikatan agunan FPJP secasadgadatau fidusia.

(4) Realisasi pemberian FPJP oleh Bank Indonesia diakudengan
mengkredit rekening BPR yang bersangkutan pada bamkm, setelah

perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)d#itangani.

Pasal 10

Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJP setmgadimaksud dalam
Pasal 8, apabila permohonan dimaksud tidak sesmmgath ketentuan, tata cara

dan/atau persyaratan yang diatur dalam Peraturak I[Bdonesia ini.

Pasal 11

(1) Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 (tiga puluhkal@nder.

(2) Jangka...
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(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (Bt diperpanjang

secara berturut-turut dengan jangka waktu kesedurupaling lama 90

(sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 12

Perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalamlRasght (2) hanya dapat

dilakukan apabila:

a.

b.

1)

BPR telah membayar seluruh bunga terhutang atd3 y&hp jatuh tempo;
BPR tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas seli€8a (sepuluh

persen); dan

Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyarataragaghana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 13

BPR dapat mengajukan tambahan plafon FPJP yangutian untuk
menutupi kewajiban yang tidak dapat diselesaikarR Bs€bagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:

a. Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyarataagaghana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan

b. Penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan putaini
kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112yat (

(2) Penambahan...




(2)

3)

1)

(2)

3)

(1)

-11 -

Penambahan plafon FPJP dapat dilakukan sepanjasig Rebutuhan Kas
BPR kurang dari 10% (sepuluh persen).

Jangka waktu setiap tambahan plafon FPJP adalapasatengan jatuh
tempo FPJP.

BAB Il
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA
Pasal 14

Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada BRBER raalisasi

pemberian FPJP.

Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud pada ayditethpkan sebesar
suku bunga penjaminan Lembaga Penjaminan SimpahBRS) (yang
berlaku terhadap simpanan nasabah BPR pada saaji@r pemberian

FPJP atau addendum perjanjian FPJP ditandatangani.

Biaya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1yaihsn pada saat
jatuh tempo FPJP yang dihitung secara harian berkkas baki debet FPJP.

BAB IV
PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN
Pasal 15

Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendsitesting BPR di

bank umum sebesar baki debet ditambah bunga FPJP.

(2) Dalam...



2)

3)

(4)

®)

1)
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Dalam hal FPJP jatuh tempo dan saldo rekening BRf&rtk umum tidak
mencukupi untuk membayar pokok dan bunga FPJP tdanBPR tidak
lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpgaja FPJP maka

Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJP.

Bank Indonesia tetap mengenakan biaya bunga sadgpajan eksekusi

agunan selesai dilaksanakan.

Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimanaakiod pada ayat (2)
lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dandauFPJP yang harus
dilunasi oleh BPR maka BPR wajib membayar kekuranga kepada

Bank Indonesia.

Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimanakiod pada ayat (2)
lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dargduPJP yang harus
dilunasi oleh BPR maka Bank Indonesia mengembakiedebihan tersebut
kepada BPR.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 16

BPR wajib menyampaikan rencana tindak perbaikamedial action plan)
untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Peralelg gambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberiBdF-atau addendumnya

ditandatangani.

(2) BPR...
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(2) BPR wajib menyampaikan laporan secara mingguan deepBank

Indonesia, berupa:
a. Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian;
b. Kolektibilitas harian Aset Kredit yang dijaminkasen

c. Penggunaan FPJP harian.

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJP, IBdokesia dapat

melakukan pemeriksaan terhadap BPR yang bersamgkuta

BAB VI
BIAYA PEMBERIAN FPJP
Pasal 18

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembdfRaiP menjadi beban
BPR.

BAB VIl
SANKSI
Pasal 19

Dalam hal BPR tidak melunasi FPJP, melakukan pgkmag atas ketentuan

dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berkiasa pemeriksaan

sebagaimana...
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sebagaimana dimaksud Pasal 17 diketahui adanyanmesnygan penggunaan

FPJP, maka BPR dikenakan sanksi berupa:

a.

b.

(1)

(2)

Tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertdan

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pa&ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antarebkmupa teguran
tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekugmte usaha tertentu

dan/atau pemberhentian Pengurus BPR.

Pasal 20

Apabila Pengurus dan/atau pegawai BPR dengan sengamberikan
keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam WaraBank Indonesia
ini secara tidak benar, dikenakan sanksi sebagaiiamaksud dalam Pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pedmaskbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah@8.19

Apabila Pengurus, Pemegang Saham Pengendali dargagawai BPR
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperluliatuk memastikan
ketaatan BPR terhadap ketentuan dalam Peraturak Bmonesia ini,
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paddh&ang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimimadebah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VIII...
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalaaratS Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 22
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagugan Peraturan Bank
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaragard Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Desember 2008.
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2008.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BOEDIONO

REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

WIDODO A. S.
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHW 2008 NOMOR 196
DKBU



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 35 /PBI1/2008
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

. UMUM

Dampak dari krisis keuangan global yang berlangssa®g ini berimbas
pada berbagai negara termasuk Indonesia. Habtdrsecara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem kgamanndonesia termasuk

sistem perbankan.

Salah satu pengaruh dari krisis keuangan globatelbert adalah
meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhasdpms perbankan yang
dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya rike@a masyarakat dalam
menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan makgarmerupakan salah satu
prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakaters perbankan yang

stabil.

Dengan...



Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Idigar langkah-
langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadingéai likuiditas dan upaya
untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnp@rabaik bank umum

maupun BPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 rngnfdank
Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan PamaRemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonegiatd@memberikan kredit
kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanagkggmendek yang dijamin
dengan agunan yang berkualitas tinggi termasukkasdit kolektibilitas lancar.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia meslyeaalifasilitas pendanaan
dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jaregideg kepada BPR dengan

maksud agar kelangsungan kegiatan usaha BPR eapelilara.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



Ayat (2)
Huruf a

Penilaian Tingkat Kesehatan didasarkan pada dasasipakhir
bulan sesuai dengan Laporan Bulanan BPR selaman&mije

periode pelaporan sebelum tanggal pengajuan pemaaho

Huruf b

PerhitunganCash Ratio didasarkan pada data posisi akhir bulan
sesuai dengan Laporan Bulanan BPR selama 6 (enangde
pelaporan sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Huruf c

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) yang
digunakan berdasarkan perhitungan Bank Indonesizaselengan
data posisi akhir bulan pada Laporan Bulanan BPBelsm

tanggal pengajuan permohonan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR dihitungabarkan

posisi Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengaj@maghonan

FPJP.

Pasal 3...



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Kolektibilitas Lancar adalah Kualitas Lancar sebagaa diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaiaalitss
Aktiva Produktif BPR untuk posisi akhir bulan sesdangan
Laporan Bulanan BPR selama 3 (tiga) periode pe#apor

sebelum tanggal pengajuan permohonan.
Huruf ¢

Adanya agunan dimaksudkan untuk memberi tambahan
keyakinan mengenai kualitas Aset Kredit yang dijadiagunan
FPJP.

Hurufd ...



Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihakkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiyemai
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR.

Huruf e

Batas Maksimum Pemberian Kredit mengacu pada ketant
Bank Indonesia yang berlaku mengenai Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penggantian dan/atau penambahan agunan FPJP ddkaksagar

nilai aset agunan FPJP sesuai dengan ketentualbPasa

Pasal 7 ...



Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangang
berlaku” antara lain peraturan perundang-undangamg ymengatur
gadai atau fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen atas asef yanjadi
agunan FPJP” antara lain perjanjian kredit antaRR Bdengan
nasabah, bukti pengikatan agunan dan bukti kepanilatas aset
yang menjadi agunan kredit BPR.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...



Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah
kebutuhan pendanaan jangka pendek” adalah perhituRgsio
Kebutuhan Kas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lai
perjanjian kredit antara BPR dengan nasabah, katagi
agunan atas kredit tersebut baik secara notariilpona dibawah
tangan, bukti kepemilikan agunan dari aset kreglitara lain
bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikahata, surat
keputusan pengangkatan pegawai dan dokumen lam gapat

membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9...



Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penandatanganan perjanjian pemberian FPJP dan nj@arja

pengikatan agunan dilakukan pada waktu bersamaan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Apabila saat jatuh tempo FPJP bertepatan padaSadotiu, Minggu
atau hari libur nasional, maka saat jatuh tempdFitihlah pada hari

kerja berikutnya.

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Jangka waktu perpanjangan FPJP sama dengan jangkau w
pemberian FPJP yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJP, agaman telah
diagunkan BPR untuk menjamin FPJP yang diterima Bé&telumnya
akan dinilai kembali, sehingga BPR perlu menyesaraiumlah

agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjarBaR.

Pasal 13
Ayat (1)

Tambahan plafon FPJP yang diajukan akan diakunkalagerhadap

jumlah FPJP yang belum dilunasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)...
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Ayat (3)
Sebagai contoh:

FPJP diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dgaggka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tenkg@JP adalah
tanggal 30 Desember 2008. Tambahan FPJP dibekidgada BPR
pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuh temploatzan plafon
FPJP adalah tetap pada tanggal 30 Desember 2008.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suku bunga penjaminan LP§ anlaku”
adalah suku bunga penjaminan yang ditetapkan olEls Ibagi
simpanan nasabah BPR pada saat perjanjian pembdeifdR atau

addendumnya ditandatangani.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15...
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Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah berakhirfangka
waktu FPJP.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Laporan wajib disampaikan pada hari kerja pertamaggu

berikutnya.

Pasal 17...
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Pasal 17

Pemeriksaan terhadap BPR yang menerima FPJP digdaikdn selama
jangka waktu FPJP atau setelah jatuh tempo FPJP.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “biaya” antara lain biaya meotantuk pengikatan
perjanjian FPJP, pengikatan agunan dengan gad&tdariidusia, biaya
eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkibui dalam rangka
pemberian FPJP.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22...
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Pasal 22

Cukup Jelas.
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